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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami telah dapat Menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.
LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah merupakan hasil komitmen Dinas
Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaim mana yang diamanatkan dalam perarturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana
Strategis (Renstra) dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Lombok
Tengah serta keberhasilan capaian sasaran yang menggambarkan transoarasi dan
akuntabilitas pemerintah.

LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah adalah wujud pertanggungjawaban
pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja instansi pemerintah selama satu tahun.
Kinerja tersebut yang telah diukur, dievaluasi dan dianalisi serta dijabarkan sehingga menjadi
sebuah laporan dalam bentuk LKjIP.

Harapan kami, semoga LKjIP ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dan menjadi tolak ukur untuk kinerja di masa yang akan datang.

Praya, 20 Januari 2022
Kepala Dinas Kesehatan
xten Lombok Tengah
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Tengah senantiasa berupaya secara bertahap melakukan peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Pada Misi ke
2 Kabupaten Lombok Tengah yaitu “Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri
dan Unggul”, Dinas Kesehatan mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat
diwujudkan dengan pencapaian : (1). Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, dan (2).

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, dirumuskan sasaran pembangunan

kesehatan yakni :

1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat, dengan indikator sasarannya adalah :

e Angka Harapa Hidup

Pada sasaran pembangunan kesehatan ini akan di implementasikan dalam sasaran
program yang menjadi indikator kinerja jangan menengah dan tahun Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah yang mencakup indikator RPJMD, SDGs dan SPM bidang
kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.

Sasaran program dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah

tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan wupaya kesehatan
masyarakat dengan menyelenggarakan program Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator program :

e Angka Kematian Ibu
e Angka Kematian Bayi
e Persentase Balita Stunting

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan indikator :
e Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar

3. Meningkatkan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan
indikator :

e P-IRT yang diterbitkan
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan indikator :

e (Cakupan Posyandu Keluarga Aktif



Dalam  peneyelenggaraan pembangunan kesehatan, untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan, mengacu pada Kemendagri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang
hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Program dan kegiatan yang digunakan mengacu

pada rencan strategis Dinas Kesehatan yang telah disusun sebagai berikut :

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT).

2. PenerbitanSertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota.

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

N o 1k W

Peningkatan Pelayanan BLUD.

Vi



Dalam rangka pencanpaian sasaran tersebut, ada beberapa kendala utama yang

dihadapi antara lain :

1.

Belum terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai ketenagaan yang
dibutuhkan baik jumlah dan kualitas khususnya tenaga teknis (kesehatan masyarakat,
kehatan lingkungan, ahli gizi, dan analis kesehatan), distribusi tenaga tidak merata dan
tidak sesuai dengan formasi kebutuhan.

Kurangnya tenaga administrasi di puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan
(perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan, apoteker/farmasi dan pranata
laboratorium) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lainnya),
sehingga mengganggu tugas pokok sebagai tenaga fungsional.

Naiknya angka kematian Ibu dari tahun sebelumya yaitu 20 kasus menjadi 25 kasus
kematian ibu.

Adapun langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mengatasi masalah dimaksud,

diantaranya adalah :

1.

Melakukan advokasi pada stakeholder untuk mendapatkan dukungan penambahan
tenaga, anggaran, saran dan prasarana kesehatan.

Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dengan menggunakan
sarana IT yang ada seperti WA, Email dan Zoom Meeting atau melaksanakan secara
langsung.

Pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat yang memberikan akses bagi
masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan.

Pembentukan Kelas ibu di masing desa dengan melibatkan suami dan ibu nifas.
Roadshow ke semua polindes/pustu prima untuk pembentukan dan pembinaan tim
kerja di level polindes/pustu Prima

Sebagai hasil kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 telah

diberikan apresiasi dari beberapa Lembaga berupa penghargaan diantaranya :

1.

o o W

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yaitu Pengahargaan STBM 5
Pilar.

Penghargaan yang diberikan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB yaitu Juara 3 Terbaik
Dalam Pengisian INM (Indeks Nasional Mutu) dan IKP (Indeks Kepuasan Pasien)
Penghargaan dari Dinas Sosial Republik Indonesia

Terbaik 2 dalam Kinerja Penyakit Infeksi Emering (PIE) - (NTB)

Penghargaan terbaik program P2PTM, Keswa dan Napza - (NTB)

Penghargaan Bebas Frambusia
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil
dan makmur. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang
betujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan
kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa indonesia, baik
masyarakat, swasta maupun pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk
menjamin tercapaianya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan dari
Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN berperan besar sebagai acuan dalam penyusunan
kebijakan/regulasi tentang kesehatan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan
bahwa urusan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan
wajib pemerintah daerah. Untuk itu program pembangunan Kkesehatan wajib
dilaksanakan di daerah sehingga urusan kesehatan dilaksanakan secara sungguh-
sungguh khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan yang sangat penting tersebut
karena terkait dengan kelangsungan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat,
diperlukan pengelolaan organisasi kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat seoptimal mungkin. Terwujudnya suatu tata kepemerintahan yang baik
(good governance) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan good
governance tersebut telah diatur dalam aturan perundang undangan antara lain
Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari KKN; UU No, 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas KKN; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.

B. Gambaran Umum Organisasi
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Tengah dengan rincian sebagai berikut :



1. Sususan Organisasi
Adapun susunan organisasi tatalaksanan Dinas Kesehatan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan
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a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3) Sub Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
1) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4) Bidang Sumberdaya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

5) Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Kepala Dinas
Kesehatan dibantu oleh 30 (tigapuluh) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Kepala Tata Usaha UPT yang terdiri dari :

1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
2) UPTD BLUD Aik Darek

3) UPTD BLUD Aik Mual

4) UPT Bagu

5) UPT Batujai

6) UPT Batujangkih

7) UPT Batunyala

8) UPT Bonjeruk

9) UPT Darek



10)UPT Ganti

11)UPTD BLUD Janapria
12)UPT Kopang
13)UPT Kuta

14)UPT Langko

15)UPT Mangkung
16)UPT Mantang
17)UPT Mujur

18)UPT Muncan
19)UPT Pelabuhan Awang
20)UPT Pengadang
21)UPT Penujak
22)UPTD BLUD Praya
23)UPT Pringgarata
24)UPTD BLUD Puyung
25)UPT Sengkol
26)UPT Tanak Beak
27)UPT Teratak
28)UPT Teruwai
29)UPT Ubung

30)UPT Wajageseng

. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Dinas Kesehatan

mempunyai fungsi yaitu :

a.
b.

Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

Perencanaan program dan kegiatan bidang kesehatan;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang kesehatan;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten

Lombok Tengah didukung oleh sumberdaya manusia berdasarkan formasi dan



jabatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari
jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1 Distribusi Ketenagaan Berdasarkan Jabatan Lingkup Dinas
Kesehatan Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

No Jabatan Jumlah
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang

a. Bidang Sumberdaya Kesehatan 1
b. Bidang Pelayanan Kesehatan 1
c. Bidang Kesehatan Masyarakat 1
d. Bidang Pencegahan, Pengendalian
Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1
(P3KL)
4 Kepala Sub Bagian 2
5 Kepala Sub Koordinator 12
6 Kepala Unit Pelaksana Teknis 30
7 Kepala Tata Usaha UPT 30
8 Staf/Pelaksana/Jabatan Fungsional
a. Staf Golongan IV 147
b. Staf Golongan III 713
c. Staf Golongan II 198
d. Staf Golongan I 1
9 THD/Honor
a. PTT Prov 0
b. PTT Pusat 0
c. DTPK 0
d. THL 0
e. Nakes dengan Perjanjian Kerja 0
f. PPPK 77
g. Tenaga Sukarela 2124

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawain Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2023

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatn yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lombok Tengah tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No Jabatan Jumlah
1 Puskesmas 29

2 Laboratorium 1

3 Puskesmas Pembantu (Pustu) 91

4 Polindes 118
5 Poskesdes 120
6 Puskesmas Keliling 30

7 PSC 1

8 Vision Center 1

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2023




5. Sumberdaya Keuangan
Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya berdasarkan APBD Kabupaen Lombok Tengah, didukung
anggaran sebesar 301.781.243.130 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasional : Rp 244.797.562.174,-
1) Belanja Pegawai :Rp 131.581.601.068,-
2) Belanja Barang & Jasa :Rp 131.115.961.106,-
3) Belanja Hibah : Rp 100.000.000,-

b. Belanja Modal : Rp 56.983.680.956,-

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah tahun
2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menghadapi beberapa kendala dan
permasalahan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan,

permasalahan tersebut antara lain :

1. Masalah Gizi
Masih adanya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting, sementara penyakit yang
disebabkan oleh konsumsi zat gizi yang tidak seimbang mulai mendominasi 10 besar
penyakit penyebab kematian. Kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting di Kabupaten
Lombok Tengah masih ada walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil masih di bawah target Kabupaten.

2. Kesehatan Ibu dan Anak
Kematian ibu, bayi dan anak yang bisa dicegah masih perlu terus diupayakan,
penyebab utama yang terjadi dikarenakan pre eklampsia berat (PEB), perdarahan
pada persalinan dan penyakit bawaan seperti jantung. Program 1000 hari pertama
kehidupan dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi harapan baru agar
terjadi penurunan signifikan pada Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

3. Sarana dan Prasana
Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas.
Keterbatasan sumber dana untuk pemeliharaan membuat beberapa bangunan yang
rusak belum direhabilitasi dan alat kesehatan belum semuanya dikalibrasi.

4. Daerah endemis Penyakit Berdarah Dengue (DBD)
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang sampai sekarang
belum bisa dituntaskan di Kabupaten Lombok Tengah, walaupun jumlah kematian
kasus terus ditekan. Pemberantasan DBD tanpa didukung dengan gerakan
pemberantasan sarang nyamuk secara masif oleh masyarakat menjadi pemicu sulit

dituntaskannya DBD dari wilayah Lombok Tengah.
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5. Pola Penyakit degeratif semakin meningkat

Trend pola penyakit menular semakin bergeser posisinya dengan penyakit-penyakit

tidak menular atau penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan hidup yang

semakin meningkat rupanya juga membawa konsekuensi logis terhadap munculnya

kasus-kasus penyakit degeratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak

sehat. Penyakit degeneratif yang menduduki sepuluh besar penyakit antara lain

adalah hipertensi dan diabetes mellitus (DM)

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Tengah disusun sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi dan diuraikannya realisasi anggaran yang
digunakan dan telah digunakan untuk menwujudkan Kkinerja
organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian Kkinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah
merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolak ukur
kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat
Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana

Strategis Dinas Kesehatan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis
Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha
pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematik.

Visi Bupati Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2021 - 2026. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Tengah 5 tahun ke depan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah perlu menata semua komponen
yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana,
anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara

optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan
rencana program kerja tahunan Perangkat Daerah dengan menetapkan Visi, Misi dan
Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan

hasil yang direncanakan.

Visi Bupati Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok
TengahTahun 2021 - 2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang
Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”. Adapun misinya
yaitu Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul. Misi kedua ini
mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat diwujudkan dengan
pencapaian sasaran : (1). Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, dan (2).
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Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan pembangunan

kesehatan tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan 2021-2026

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kebijakan Strategi
Meningkatnya Indeks Kesehatan
kualitas/derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya Angka Harapan Hidup | Pemenuhan standar layanan Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Angka Harapan kesehatan dasar dan rujukan Kesehatan Masyarakat
Hidup Masyarakat

Meningkatkan pemanfaatan
faskes oleh masyarakat sesuai
target SPM

Implementasi SPM pelayanan
kesehatan Primer Mendorong
penerapan system manajemen mutu
dengan melaksanakan SOP dan SPM

Meningkatkan sarana dan
prasarana sesuai standard

Fasilitas dan advokasi penyediaan
sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan yang memadai dan
berkualitas

Penyediaan obat dan vaksin

Konsultasi, advokasi, fasilitasi dan
visitasi penyediaan obat dan
perbekalan Kesehatan

Peningkatan SDM tenaga
aparatur Kesehatan

Advokasi pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan SDM kesehatan

Pembangunan / rehab
Puskesmas / Pustu / Polindes

Fasilitasi dan advokasi penyediaan
sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan yang memadai dan
berkualitas




Tujuan

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

Indikator

Kebijakan

Strategi

penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang
memadai dan berkualitas

Pengembangan sistem informasi
layanan kesehatan

Koordinasi dan sinkronisasi data

Memantapkan system
perencanaan dan penganggaran

Koordinasi dan fasilitas proses
perencanaan dan penganggaran
Kesehatan

Layanan Kesehatan Masyarakat
Miskin

Sosialisasi, koordinasi dan kemitraan
penyelenggara jaminan kesehatan

Peningkatan mutu Kesehatan
Masyarakat

Peningkatan Akses dan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat

Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular dan Penyakit
Tidak Menular

Fasilitasi dan mobilisasi masyarakat
dalam penemuan dan penanganan
penderita penyakit menular

Membentuk jejaring advokasi
serta memenuhi kebutuhan
sarana prasarana dalam
pengendalian penyakit tidak
menular

Fasilitasi dan mobilisasi masyarakat
dalam penemuan dan penanganan
penderita penyakit tidak menular

Membentuk jejaring advokasi
serta memenuhi kebutuhan
sarana prasarana dalam
pengendalian penyakit tidak
menular

Pembentukan TPKJM (Tim
Pelaksanaan Kesehatan Jiwa
Masyarakat) tingkat Kabupaten
Lombok Tengah

Memberikan pelayanan imunisasi
dasar lengkap pada bayi (HBO-
Campak), Ibu Hamil (T1-T5),
Imunisasi anak sekolah (Td dan
Campak)

Mediasi dan fasilitasi kemitraan
antara Puskesmas dengan Fasyankes
RS, RS klinik-klinik
swasta/pemerintah
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Tujuan

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

Indikator

Kebijakan

Strategi

Membentuk Jejaring advokasi
dalam pelaksanaan surveilans
dan penanggulangan bencana

Edukasi, fasilitasi dan pembinaan
surveilans dan bencana

Membentuk Jejaring advokasi
dalam pelaksanaan surveilans
dan penanggulangan bencana

Membentuk jejaring advokasi
dalam pelaksanaan surveilans
dan penanggulangan bencana

Terbentuknya TRC disetiap
Fasyankes

Memfasilitasi peningkatan kapasitas
TRC

Peningkatan Promosi Kesehatan
Masyarakat dan Lingkungan

Advokasi sosialisasi, mobilisasi dan
fasilitasi masyarakat dalam
berprilaku hidup bersih dan sehat
Meningkatnya kapasitas masyarakat
dalam membangun kesehatan
mandiri

Membentuk jejaring advokasi
dalam peningkatan penyehatan
lingkungan dan sumber air
minum melalui gerakan Bersih
Lingkungan dan Sanitasi

Advokasi dan fasilitasi dalam
peningkatan penyehatan lingkungan

Mengembangkan kerjasama dan
kelengkapan sarana prasarana
pelayanan

Koordinasi dan standarisasi
pelayanan kesehatan remaja dan
lanjut usia

Meningkatkan kemitraan dalam
pengembangan UKBM

Advokasi dan sosialisasi masyarakat
dalam UKBM (Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat)
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Tujuan

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

Indikator

Kebijakan

Strategi

Pengawasan obat dan makanan

Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
lintas sektor dalam pengawasan obat
dan Makanan

Mengembangkan sumber daya
pengawas dan penyuluh
makanan dan memperjelas alur
perijinan

Penyuluhan keamanan pangan yang
berkelanjutan

Pembentukan POKJA STBM
Kecamatan dan Desa

Menjalin kemitraan dengan swasta
dan advokasi pemerintah kecamatan
dan pemerintah desa

Membentuk jejaring kemitraan
dalam sosialisasi dan
pengawasan terhadap
pengelolaan makanan dan
minuman

Advokasi dan fasilitasi dalam
pengelolaan makanan dan minuman
yang memenuhi syarat kesehatan

Peningkatan Kesehatan Ibu dan
Anak

Fasilitasi penyediaan sarana
prasarana dan SOP untuk layanan
kesehatan ibu dan Anak

Perbaikan Gizi Masyarakat

Advokasi dan sosialisasi pemangku
kebijakan terkait

Mengembangkan surveilans dan
pendidikan gizi bagi ibu, ibu nifas

Fasilitasi dan edukasi gizi seimbang
bagi ibu, ibu nifas

Diversifikasi zat gizi makro dan
mikro bagi ibu hamil, ibu nifas
dan balita

Suplementasi zat gizi makro dan
mikro bagi ibu hamil, ibu nifas dan
balita

Peningkatan Pelayanan Unit
Transfusi Darah (UTD)

Sosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya donor darah

12




B. Rencana Kinerja 2023

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah
diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan
tahunan. Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi
pemerintahan dan pembangunan merupakan perpaduan perencanaan yang :

1. Partisipatif
2. Dari atas (top-down)
3. Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (Stakeholder) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan
mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan
penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari
bawah dilaksanakan agar rencana program benar- benar realistis sesuai kondisi,
kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada
data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas
perencanaan disemua lapisan.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Target
T1 Meningkatnya kualitas/derajat Indeks Kesehatan 0.71
kesehatan masyarakat
Meningkatnya Angka Harapan Hidup .

51 .
Masyarakat Angka Harapan Hidup 66.78
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan |Angka Kematian Ibu 125/100.000 KH

P1|Perorangan Dan Upaya Kesehatan Angka Kematian Bayi 9.2/1000 KH
Masyarakat Persentase Balita Stunting 25,29%

P2 Program Peningkatan Kapasitas Persentase Tenaga Kesehatan yang 100%
Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompeten di Pelayanan Dasar °
Program Sediaan Farmasi, Alat . .

0,

P3 Kesehatan Dan Makanan Minuman Persentase PIRT yang diterbitkan 85%
Program Pemberdayaan Masyarakat . o

P4 Bidang Kesehatan Cakupan posyandu keluarga aktif 80%

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
tahun 2023, Dinas Kesehatan Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan
sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1) Pembangunan Puskesmas
2) Pengembangan Puskesmas
3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
5) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
6) Pengadaan Obat, Vaksin
b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)

Persentase Balita Underweight

Persentase Balita Wasting

Jumlah Kasus Gizi Buruk

Cakupan Imunisasi

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

1)
2)
3)

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Cakupan Penerapan Sistem Informasi Kesehatan

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1)

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
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4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1)
2)
3)
4)
5)
Sehat

C. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023

Persentase Desa Siaga Aktif

Persentase Desa Siaga Purnama

Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri)

Persentase Posyandu Keluarga Aktif (Bintang 3 Gemilang)
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan

INDIKATO

KODE TUJUAN/SAS R KINERJA FORMULASI CARA SUMBER |PENANGGUN| TARGET KINERJA
ARAN J PERHITUNGAN DATA G JAWAB SASARAN TAHUN
UTAMA
Meningkatnya AHH E AHHmin
kualitas/deraj |Indeks | e et
T1 kesehatan Statistik Dikes 071
at kesehatan |Kesehatan AHH - AHH - |(8PS)
masyarakat maks min
AHH Max = 85, AHH Min= 25
Meningkatnya
Angka Angka Jumlah Umur Orang Yang Badan Pusat
s1 Harapan Harapan Meninggal di bagi Jumlah Orang |Statistik Dikes 66,78
Hidup Hidup Yang Meninggal Pada Tahun |(BPS)
Masyarakat Tertentu

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen organisasi perangkat daerah yang akan
dicapai selama satu tahun. Kegiatan di tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran
yang akan dicapai sebagaimana Renstra Dinas Kesehtan Kabupaten Lombok Tengah.
Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana kinerja tahunan, yang
didalamnya mencantumkan tujuan, sasaran, target kinerja dari indikator utama beserta
anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun.
Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah dengan
Bupati yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam
"Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023”
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah wujud kewajiban pertanggungjawaban instansi
pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima laporan akuntabilitas. Laporan Kinerja berfungsi sebagai instrumen
untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat, cara dan sarana yang efektif untuk mendorong
seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip- prinsip
pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas, cara dan
sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan
rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan
berkelanjutan.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nornor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap
instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
dalam bentuk Laporan Kinerja. Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja
sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Oinas Kesehatan. Penetapan kinerja tersebut
merupakan prasyarat untuk pengukuran kinerja dan target kinerja yang harus dicapai
sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Di as Kesehatan. Untuk selanjutnya
dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target Kkinerja
(performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk
mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk
mengetaui penyebab keberhasilan dan kegagalan. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam
penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk
peningkatan kinerja dimasa datang (performance improvement).

A. Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran,
hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik
yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian
dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang
dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
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regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam
penilaian kinerja organisasi pemerintah
1. Pengukuran Kinerja
Kerangka pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan dilakukan dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun
pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

Realisasi
Prosentase tingkat capaian = X100 %
Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :

(2 x Rencana) - Realisasi

Prosentase tingkat capaian = X100 %
Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori
91% <100% Sangat Tinggi
76% < 90% Tinggi
66% < 75% Sedang
51% < 65% Rendah
<50%

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran ini
mean setiap kategori ditetapkan dengan penyimpulan pada tingkat sasaran yang
dilakukan dengan mengalikan indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi,
sedang, rendah dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai
mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator

yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian S Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai mean setiap kategori 100%
= x
apaan Sasaran Jumlah indikator kinerja sasaran ’

2. Capaian Indikator Utama dan Program Tahun 2023
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Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan mebandingkan antara target Kkinerja dengan realisasi kinerja yang
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Tengah tahun 2023. Pencapaian indikator kinerja utama dan program tahun

2023 secara ringkas ditujukkan pada tabel 3.1 berikut :
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Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Kesehatan Tahun 2023

. Tahun 2023 Target Akhir
: Sasaran Indikator S :
Tujuan Stratesis Program Kineria Target Realisasi Capaian Renstra
’ Kinrja (2026)
Meningkatnya Indeks
Kualitas/Derajat Kesehatan
0.71 0.77 108% 0.72
Kesehatan
Masyarakat
Meningkatnya Angka
Angka Harapan
Harapan Hidup 66.78 71.39 107% 67.38
Hidup
Masyarakat
Program Angka
Pemenuhan Kematian Ibu
Upaya
Kesehatan
125/100.000 | 143.7/100.000 87% 110/100.000
Perorangan
dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
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. Tahun 2023 Target Akhir
No Tujuan SS tizatlzgs Program Irlz?;lzagzr Target Realisasi Capaian Renstra
Kinrja (2026)
Angka
Kematian 9.2/1000 6.5/1000 142% 8.9
Bayi
Persentase
Balita 25.29% 13.34% 190% 21.39
Stunting
Program Persentase
Peningkatan tenaga
Kapasitas kesehatan
Sumber Daya | yang 100% 92.61% 93% 100%
Manusia kompeten di
Kesehatan pelayanan
dasar
Program P-IRT yang
Sediaan diterbitkan
Farmasi, Alat
85% 100% 118% 100%

Kesehatan dan
Makanan

Minuman
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Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang

Kesehatan

Cakupan

Posyanduk
Keluarga

Aktif

80%

99%

21
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3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Angka Usia Harapan
Hidup Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan angka capaian
kinerja sasaran yang sangat tinggi yaitu Angka Harapan Hidup sebesar 107%.
Capaian sasaran kinerja ini naik 6.74% dibandingkan tahun 2022 yaitu 100.26%.

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Tahun 2023 Capaian
Realisasi
Indikator Akhir
No Tahun Capaian | Kriteria
Kinerja Target | Realisasi Renstra
2022 (%)
(2026)
1 | Angka 66.75 66.78 71.39 107 Sangat 67.38
Harapan Tinggi
Hidup

Pencapaaian target sasaran Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat
didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan
yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pencapaian program prioritas tersaji dalam 6 (enam) indikator kinerja program
masing-masing memperlihatkan angka capaian kinerja yang tinggi dimana Angka
Kematian Ibu (AKI) sebesar 87 %, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 142%,
Persentase Balita Stunting sebesar 190%, Persentase tenaga kesehatan yang
kompeten di pelayanan dasar sebesar 93%, P-IRT yang diterbitkan sebesar 118% dan
yang terkahir Cakupan Posyandu Keluarga Aktif sebesar 125%. Dari enam indikator
ini ada tiga indikator (AKI, AKB dan Balita Stunting) yang termasuk dalam indikator
negatif sehingga angka yang tinggi menunjukkan kinerja rendah. Ada penurunan
jumlah kematian bayi yang signifikan pada AKB tahun 2021 sebanyak 10.1/1.000
Kelahiran Hidup menurun pada tahun 2023 menjadi 6.5/1.000 Kelahiran Hidup.
Penurun ini juga seiring dengan penurunan kasus stunting yang mana pada tahun
2022 sebesar 20.81% dan di tahun 2023 turun menjadi 13.34%.

Angka Kematian Ibu (AKB) pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 kasus kematian ibu sebanyak 20 kasus atau

106/100.000 Kelahiran Hidup dan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 25
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kasus atau 143.7/100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama masih tingginya kasus
adalah kurangnya dukugan prasarana salah satunya seperti buku KIA yang digunakan
sebagai media promosi dan edukasi, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan, belum
optimalnya tim ANC terpadu dan sistem rujukan terpadu yang belum optimal, yang
semuanya telah dilakukan pertolongan sesuai dengan standar operasional prosedur
(SOP) yang berlaku.

Persentase Balita Stunting pada tahun 2023 mengalami penurunan yang
signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana persentase Balita Stunting ditahun 2022
sebesar 20.81% dan diatahun 2023 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Lombok
Tengah menjadi 13.34%. capaian ini tentunya menjadi capaian yang dibilang berhasil
karena berada di bawah target nasional yaitu 14%.

Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar ditahun 2023
mengalami kenaikan 11.25% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022
Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan dasar sebesar 81.37%
menjadi 92.61% di tahun 2023. Kenaikan itu belum mencapai angka yang ditarget
yaitu 100%, namun masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan pengukuran skala
ordinal diatas.

Untuk capaian P-IRT yang diterbitkan, capaian ini sudah mencapai 100% dan
melebihi target seseuai dengan Rencana kerja atau Rencana Strategis Dinas
Kesehatan. Dan yang terakhir adalah Cakupan Posyandu Keluarga Aktif dimana pada
tahun 2022 capaiannya berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 67.80% dan
ditahun 2023 menjadi 99.8%.

Pencapaian program prioritas diatas disajikan dalam bentuk tabel 3.3
dibawah ini.

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dengan indikator Program

Tahun 2023 Capaian
Realisasi
N | Indikato Capai | Kriter Akhir
Tahun
o | r Kinerja Target Realisasi an ia Renstra
2022
(%) (2026)
1 | Angka
106/100.0 | 125/100. | 143.7/100. 110/100.0
Kematia 87% | Tinggi
00 00 00 00
n Ibu
2 | Angka Sanga
Kematia | 10.1/1000 | 9.2/1000 | 6.5/1000 | 142% t 8.9
n Bayi Tinggi
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3 | Persenta Sanga
se Balita 20.81% 25.29% 13.34% 190% t 21.39
Stunting Tinggi
4 | Persenta
se
tenaga
kesehata Sanga
nyang 81.73% 100% 92.61% 93% t 100%
kompete Tinggi
ndi
pelayana
n dasar
5 | P-IRT
Sanga
yang
diterbitk 100% 85% 100% 118% t 100%
Tinggi
an
6 | Cakupan
Posyand Sanga
uk 67.80% 80% 99% 125% t 100%
Keluarga Tinggi
Aktif
Rata-rata Capaian Indikator Program Sanga
126% t
Tinggi

Jumlah kematian ibu dihitung dari kejadi kematian ibu pada masa kehamilan
(bumil), persalinan (Bulin) dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten
Lombok Tengah dalam kurun waktu 2019-2023 tergambar data historisnya dalam
time series pada Gambar 3.1. jumlah Kematian Ibu mengalami turun naik dimana
pada tahun 2019 angka kamtian ibu sebesar 153.1/100.000 KH menjadi
141.1/100.000 KH di tahun 2020 dan turun naik lagi ditahun 2021 sebesar
168.6/100.000 KH, ditahun 2022 turu signifikan menjadi 106/100.000 KH dan
mengalami kenaikan kembali di tahun 2023 menjadi 143.7/100.000 Kelahiran Hidup.
Namun ditahun pertama Renstra 2021-2026 bisa dikatakan Angka Kematian Ibu

mengalami penurunan.
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Gambar 3.1 Gambaran Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019-2023 Kab. Lombok Tengah

Angka Kematian Ibu Kab. Lombok
Tengah

2019 2020 2021 2022 2023

e=@==Angka Kematian Ibu Kab. Lombok Tengah

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah 2023
Angka kematian Bayi (AKB) di kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dalam

kurun 2019-2023 seperti tergambar pada data historis yang time seriesnya seperti

pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Angka Kematian Bayi Kab. Lombok Tengah tahun 2019-2023

Angka Kematian Bayi

10.5
N +9.7
9.44 10.1 6.5
2019 2020 2021 2022 2023

e=@== Angka Kematian Bayi

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah 2023

Prrevalensi balita stunting di Kabupaten Lombok Tengah berfluktasi dalam
kurun 2019-2023 sepert tergambar pada historis time seriesnya yang mana pada
tahun 2019 persentase balita stunting sebesar 20.57% dan ditahun 2020 turun
menjadi 17.2%. Ditahun 2021 persentasenya naik menjadi 21.6% kemudian ditahun
2022 turun menjadi 21.81% dan turun lagi dengan angka signifikan yaitu 13.34%.
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Gambar 3.3 Persentase Balita Stunting Kab. Lombok Tengah Tahun 2019-2023

Persentase Balita Stunting

20.57%

17.20% 21.81%

13.34%

2018.5 2019 2019.5 2020 2020.5 2021 2021.5 2022 2022.5 2023 2023.5

==@==Persentase Balita Stunting

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah 2023

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian rata-rata kinerja
program sebesar 126% termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”.

Permasalahan :

1. Beberapa kasus kematian Ibu tidak dapat dicegah (Un Avoidable) artinya ibu tidak
seharusnya hamil dengan kondisi penyakit penyerta tertentu yang belum teratasi;

2. Adanya keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya/risiko tinggi ibu hamil dan
bersalin baik oleh keluarga maupun oleh tenaga kesehatan;

3. Skrining ibu hamil risiko tinggi terutama dalam ANC terpadu optimal, sehingga
terjadi keterlambatan dalam penanganan/pengendalian;

4. Sarana sistem rujukan terpadu belum optimal, sehingga membutuhkan respon
yang cepat;

5. Kemiskinan terkait kemampuan daya beli keluarga untuk menyediakan pangan
dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kecupukan zat gizi anak
balita;

6. Polaasuh adalah kemampuan keluarga dalam memberikan pola makan mulai bayi
lahir sampai usia balita. Bayi umur 0-6 bulan diberikan air susu ibu (ASI) saja
tanpa memberikan makanan dan minuman lain (ASI Ekslusif);

7. Sebagian besar balita gizi buruk akan disertai dengan penyakit infeksi seperti
Gantroentritis, TBC dan ISPA Pnemonia sehingga dalam penanganan harus
didahulukan pengobatan penyakit yang diderita. Menurut UNICEF (Unicef, 2013)
penyebab langsung gizi buruk adalah intake makan anak dan penyakit infeksi

yang diderita anak;
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8.

Tingginya kasus anemia pada remaja putri, anemia pada ibu hamil dan ibu hamil
KEK, persalinan pada remaja dan kehamilan tidak diinginkan akan sangat
berpengaruh pada kualitas bayi yang akan dilahirkan;

Kejadian infeksi sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak
sehat,seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi yang layak, dan
pengelolaan sampah. Infeksi yang berulang dan terjadi dalam kurun waktu yang
cukup lama bisa menjadi faktor pemicu terjadinya stunting. Dengan demikian,
penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan

stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit

Solusi :

1.

10.

11.

12.

Sosialisasi (informasi dan edukasi masyarakat) tentang kesehatan reproduksi
calon pengantin dan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak;

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC terpadu dan
skrining risiko tinggi ibu hamil;

Meningkatkan kualitas ANC dengan peningkatan screening pada ibu hamil (USG
dan EKG pada ibu hamil oleh dokter Puskesmas;

Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal untuk dokter dan
bidan dengan tehnik Blended Learning;

Melakukan kajian kasus kematian ibu dan bayi dengan Audit Maternal Perinatal
(AMP);

Memberikan fasilitas transportasi rujukan untuk bumil risti melalui Program
Jampersal;

Mendekatkan akses pelayanan dengan fasilitas rujukan dengan menyiapkan
rumah tunggu (RTK);

Workshop pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil untuk petugas Puskesmas;
Sosialisasi dan penguatan manual rujukan maternal neonatal;

Pelatihan Pemberian Makanan pada Balita dan Anak (PMBA) bagi kader Posyandu
dan edukasi PMBA kepada orangtua balita;

Pemenuhan asupan gizi ibu hamil dan anak melalui Program 1000 HPK. Status
gizi ibu akan berpengaruh terhadap asupan gizi anak dalam janin, apabila
asupannya kurang maka akan beresiko menjadi berat badan lahir rendah (BBLR).
Ibu yang sejak awal mengalami KEK (Kurang Energi Kronik) akan lebih beresiko
melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu berat badan bayi
<2500gr. Ibu yang kurang gizi sejak awal kehamilan hingga lahir akan beresiko
melahirkan anak BBLR yang juga beresiko menjadi stunting;

Pemantauan pertumbuhan berat badan anak dengan menimbang secara

rutinsetiap bulan sejak bayi lahir hingga umur 5 tahun dengan menggunakan
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KMS. Perlu diketahui bahwa “Anak Sehat Bertambah Umur Bertambah Berat
Badannya”.

13. Surveilance gizi, yaitu dengan melibatkan peran pengurus Kalurahan Sehat dalam
kegiatan tersebut di wilayahnya;

14. Pemantauan status gizi dan entri ePPGBM;

15. Suplementasi gizi mikro;

16. Pemberian tablet tambah darah dan pemenuhan gizi seimbang bagi remaja putri;

17. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait untuk menjadikan keluarga balita gizi
buruk untuk menjadi sasaran intervensi program di masing-masing lintas sektor
terkait.

18. Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan menu gizi seimbang dalam
keluarga;

19. Optimalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui penguatan dan
avokasi Lintas Sektor.

Dalam melaksanakan program-program prioritas dan program penunjang

dianggarkan sebesar Rp. 276,852,368,829,- dalam realisasinya membutuhkan

254,624,184,577,- (91.97%). Sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp.

sebesar Rp. 22,228,184,252,- dengan rincian anggaran dan realisasinya dibawah ini:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023

.. Capai Sisa Efise
Program Anggaran (Rp) | Relaisasi (Rp) an (Rp) nsi
(%) (%)
Program
Pemenuhan Upaya 163,711,261,772 | 154,377,368,43 | 94.30 | 9,333,8 5.70
Kesehatan 8 93,334
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program
Peningkatan 3,656,479,959 | 2,539,325,760 | 69.45 | 1,117,1 | 30.55
Kapasitas Sumber 54,199
Daya Manusia
Kesehatan
Program Sediaan
Farmasi, Alat 562,463,734 540,790,624 | 96.15 | 21,673, 3.85
Kesehatan Dan 110
Makanan Minuman
Program
Pemberdayaan 650,321,975 618,920,773 | 95.17 | 31,401, 4.83
Masyarakat Bidang 202
Kesehatan
Program Penunjang
Urusan 108,271,841,389 | 96,547,778,982 | 89.17 | 11,724, | 10.83
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N Capai Sisa Efise
Program Anggaran (Rp) | Relaisasi (Rp) an (Rp) nsi
(%) (%)

Pemerintahan 062,40

Daerah 7
276,852,368,829 | 254,624,184,57 | 91.97 | 22,228, 8.03

7 184,25

2

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar Rp.

159,997,344,019,- atau 93.78% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi
anggaran untuk program/kegiatan utama dan program penunjang pada sasaran
Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat sebesar 91.97%. Sedangkan untuk
anggaran belanja tidak langsung ditahun 2023 sebesar Rp. 106,237,088,049,- dengan
penyerapan anggaran sebesar Rp. 94,626,840,558,- atau 89.07%.

Anggaran belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam bentuk tabel berikut
dibawah ini.

Tabel 3.6 Pencapaian Anggaran Belanja Lansung dan Tidak Langsung Tahun 2023

Anggara S Capaia . Efisiens
N Pagu (Rp) Realisasi (Rp) n (Rp) Sisa (Rp) i (Rp)

Belanja 170,615,280,78 | 159,997,344,01 | 93.78 | 10,617,936,76 6.22

Langsung 0 9 1

Belanja 106,237,088,04 | 94,626,840,558 | 89.07 | 11,610,247,49 10.93

Tidak 9 1

Langsung

Sumber : Subbag Keuangan, Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah 2023

Penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah secara detail
dapat dilihat pada “Lampiran 2 : Rincian Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023".

Adapun pendapatan asli daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang
didapat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 55,887,188,441.83,- atau 89.11% dengan

rincian dibawah ini.

Tabel 3.7 PAD Dinas Kesehatan Tahun 2023

URAIAN TARGET Realisasi %
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1 | Pasien Umum 4,173,679,000.00 | 3,269,593,720.00 | 78.34
2 | Penerimaan Klaim dari BPJS/JKN | 5,721,074,792.00 | 6,049,944,720.00 | 105.75
3 | Pendapatan UPTD 2,628,750,000.00 | 1,306,077,000.00 | 49.68
12,523,503,792.0 | 10,625,615,440.0
JUMLAH 0 0 84.85
‘ Lain-Lain PAD Yang Sah
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URAIAN TARGET Realisasi %
penerimaan Kapitasi BPJS/JKN 35,135,2007,254.0 30,481,7051,775.0 o
pendapatan Pelayanan BLUD 15,060,3092,659.0 17ToRzLaes |

50,195,599,913.0 | 45,261,573,001.8
JUMLAH 0 3 90.17
TOTAL JUMLAR 62,719,1003,705.0 55,887,1388,441.8 o
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A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksana tugas pokok dan fungsi serta kewengan pengelola
sumberdaya dan pelaksana kebijkan yang dipercayakan kepada Kepala Dinas Kabupaten
Lombok Tengah. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penila kualitas
kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Govermance. Dilain pihak, LKjIP juga
merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai
alat intropeksi diri dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dari
sasaran yang telah ditetapkan dalam urusan wajib kesehatan dan rata-rata capaian

kinerja sasaran strategis yang didukung dengan Kkinerja program mencapai 126%

BAB1V
PENUTUP

termasuk dalam kriteria “Sangat Tinggi”.

Tahun 2023
Indikator Kinerja
No Capaian Kriteria
Program Target Realisasi
(%)
1 | Angka Kematian
b 125/100.000 | 143.7/100.00 87% Tinggi
u
2 | Angka Kematian Sangat
9.2/1000 6.5/1000 142%
Bayi Tinggi
3 | Persentase Balita Sangat
25.29% 13.34% 190%
Stunting Tinggi
4 | Persentase tenaga
kesehatan yang Sangat
100% 92.61% 93%
kompeten di Tinggi
pelayanan dasar
5 | P-IRT yang Sangat
85% 100% 118%
diterbitkan Tinggi
6 | Cakupan
Sangat
Posyanduk 80% 99% 125%
Tinggi
Keluarga Aktif
Rata-rata Capian Kinerja Porgam Sangat
126%
Tinggi
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B. Langkah Perbaikan

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok

Tengah, upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1.

Optimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana Permenkes
RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer mendasarkan pada Permenkes RI
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peningkatan upaya preventif dan promotif untuk mencapai perilaku masyarakat
hidup sehat.

Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat
peduli kesehatan, organiasi profesi, organisasi masyarakat, dan swasta dalam

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2023 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Kesehatan

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami

mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan

penyusunan LKjIP di masa yang akan datang. Semoga LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten

Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi

dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

Praya, 20 Januari 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabup: ‘%\tl,gmbok Tengah

NIP. 19 12311995031007
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Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

LOMBOK TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawabh ini:

Nama : DR.H.SUARDISKM.MPH
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LALU PATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : BUPATI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 02 Januari 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama

&

Ny 5exd o
LALU PATHUL BAHRI, S.IP DRNF SUAR SKM.MPH

NIP. 19721231 199503 1 007



PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

() (3) (4) (5)
Meningkatnya Angka Harapan Hidup _
Masyarakat Angka Harapan Hidup 66.78

1. | Program Pemenuhan Upaya DAU, DAK FISIK -
Kesehatan Perorangan Dan Upaya 202,616,479,995 NON FISIK,
Kesehatan Masyarakat DHBCHT, JKN

2. | Program Peningkatan Kapasitas DAU, DAK NON
Sumber Daya Manusia Kesehatan 3,642,799,959 FISIK

3. | Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan Minuman 562,463,734 DAKNON FISIK

4. Pl.‘ogram Pemberdayaan Masyarakat 141,358,512 DAK NON FISIK
Bidang Kesehatan

5. | Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 94,818,140,930 DAU,DAK NON FISIK

Kabupaten/Kota

Praya, 02 Januari 2023
Bupati Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah

LALU PATHUL BAHRI, S.IP




Lampiran 2 : Rincian Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Tabel Rincian Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No.

REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

BELANJA
LANGSUNG

276,852,368,829.00

254,624,184,577.00

22,228,184,252.00

91.97

98.07

.01

1.02.1.02.01

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

108,271,841,389.00

219,565,163.00

96,547,778,982.00

174,088,288.00

11,724,062,407.00

45,476,875.00

89.17

79.29

100.00

01

1.02.01.2.01.

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

67,850,303.00

67,703,788.00

146,515.00

99.78

100.00

02

1.02.01.2.01.

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

36,520,795.00

36,520,615.00

180.00

100.00

100.00

06

1.02.01.2.01.

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan

115,194,065.00

69,863,885.00

45,330,180.00

60.65

100.00




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi

Kinerja SKPD

01

1.02.01.2.02.

Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan ASN

106,237,088,049.00

94,626,840,558.00

11,610,247,491.00

89.07

100.00

05

1.02.01.2.02.

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD

8,925,000.00

8,922,400.00

2,600.00

99.97

100.00

07

1.02.01.2.02.

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD

126,405,691.00

97,668,990.00

28,736,701.00

77.27

100.00




o PRgéll;/[AAM y PAGU ANGGARAN (%)
REKENING KEGIATAN / SETELAH(EEF){UBAHAN Jumlah Realisasi (Rp.) Sisa Pagu (Rp.) Keua. Fisik Keterrlanga

SUB KEGIATAN p
Perangkat
Daerah
Pendataan dan

1.02.01.2.05. | Pengolahan

03 Administrasi 5,428,440.00 5,418,950.00 9,490.00 99.83 100.00
Kepegawaian
Administrasi

1.02.1.02.01 | Umum

.06 Perangkat 120,923,696.00 119,952,783.00 970,913.00 o LUmOL
Daerah
Penyediaan

1.02.01.2.06. | Peralatan dan

02 Perlengkapan 65,696,170.00 65,060,000.00 636,170.00 99.03 100.00
Kantor
Penyediaan

1.02.01.2.06.

03 Peralatan 5,567,051.00 5,548,400.00 18,651.00 99.66 | 100.00
Rumah Tangga
Penyediaan

1.02.01.2.06. ..

04 Bahan Logistik 15,706,475.00 15,696,030.00 10,445.00 99.93 | 100.00
Kantor
Penyelenggara
an Rapat

1.02.01.2.06. ..

09 Koordinast dan 33,954,000.00 33,648,353.00 305,647.00 99.10 | 100.00
Konsultasi
SKPD

102 .1.02.01 Penyediaan

.08 {‘;‘:jsifln““]a“g 1,398,296,000.00 1,375,923,753.00 22,372,247.00 | 2040 | 10000




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

Pemerintahan
Daerah

1.02.01.2.08.
02

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

1,300,000,000.00

1,293,611,753.00

6,388,247.00

99.51

100.00

1.02.01.2.08.
04

Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor

98,296,000.00

82,312,000.00

15,984,000.00

83.74

100.00

1.02.1.02.01
.09

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

155,209,350.00

138,963,260.00

16,246,090.00

89.53

100.00

1.02.01.2.09.
02

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan

152,414,350.00

136,203,260.00

16,211,090.00

89.36

100.00




NAMA

(%)

No PROGRAM / PAGU ANGGARAN
REKENING KEGIATAN / SETELAH(gEl;UBAHAN Jumlah Realisasi (Rp.) Sisa Pagu (Rp.) Keta. Fisik Kete;anga
SUB KEGIATAN p-
Pemeliharaan
1.02.01.2.09.
06 Peralatan dan 2,795,000.00 2,760,000.00 35,000.00 98.75 | 100.00
Mesin Lainnya

1.02.02.2.01. | Pembangunan 9741 | 100.00

02 Puskesmas 31,780,168,900.00 30,958,146,549.00 822,022,351.00 ' '
Pembangunan

1.02.02.2.01. | Rumah Dinas

04 Tenaga 1,900,000,000.00 1,862,840,000.00 37,160,000.00 98.04 | 100.00
Kesehatan




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

1.02.02.2.01.

07

Pengembangan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya

5,395,390,617.00

5,292,366,125.00

103,024,492.00

98.09

100.00

1.02.02.2.01.

10

Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya

19,811,530,000.00

19,023,794,600.00

787,735,400.00

96.02

100.00

1.02.02.2.01.

13

Pengadaan
Prasarana dan
Pendukung
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

7,354,325,164.00

7,185,235,600.00

169,089,564.00

97.70

100.00

1.02.02.2.01.

14

Pengadaan Alat
Kesehatan/Alat
Penunjang
Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

12,215,334,537.00

11,963,364,901.00

251,969,636.00

97.94

100.00

1.02.02.2.01.

15

Pengadaan dan
Pemeliharaan
Alat Kalibrasi

56,657,900.00

50,549,250.00

6,108,650.00

89.22

100.00

1.02.02.2.01.

16

Pengadaan
Obat, Vaksin

3,383,954,600.00

3,354,182,241.00

29,772,359.00

99.12

100.00




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

1.02.02.2.01.
17

Pengadaan
Bahan Habis
Pakai

4,599,754,449.00

4,395,879,581.00

203,874,868.00

95.57

100.00

1.02.02.2.01.
21

Distribusi Alat
Kesehatan,
Obat, Vaksin,
Bahan Medis
Habis Pakai
(BMHP),
Makanan dan
Minuman ke
Puskesmas
serta Fasilitas
Kesehatan
Lainnya

15,000,000.00

15,000,000.00

100.00

100.00

1.02.1.02.01
.16

Penyediaan
Layanan
Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kot
a

71,773,264,240.00

65,515,984,292.00

6,257,279,948.00

91.28

100.00

1.02.02.2.02.
01

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Ibu
Hamil

277,750,000.00

277,044,000.00

706,000.00

99.75

100.00




No PRgég[:M / PAGU ANGGARAN (%)
REKENING KEGIATAN / SETELAH(EEP){UBAHAN Jumlah Realisasi (Rp.) Sisa Pagu (Rp.) Keua. Fisik Keterrlanga

SUB KEGIATAN b
Pengelolaan

1.02.02.2.02. | Pelayanan

02 Kesehatan Ibu 5474392,218.00 | 4,884,720,391.00 | 589,671,827.00 89.23 | 100.00
Bersalin
Pengelolaan

1.02.02.2.02. | Pelayanan

03 Kesehatan Bayi 15,000,000.00 14,903,695.00 96,305.00 99.36 | 100.00
Baru Lahir
Pengelolaan

1.02.02.2.02. | Pelayanan

04 Kesehatan 17,500,000.00 17,484,735.00 15,265.00 99.91 1 100.00
Balita
Pengelolaan
Pelayanan

1.02.02.2.02. | Kesehatan pada

05 Usia 14,952,435.00 14,112,435.00 840,000.00 94.38 | 100.00
Pendidikan
Dasar
Pengelolaan

1.02.02.2.02. | Pelayanan

06 Kesehatan pada 300,000.00 300,000.00 100.00 | 100.00
Usia Produktif
Pengelolaan

1.02.02.2.02. | Pelayanan

07 Kesehatan pada 10,000,000.00 9,947,435.00 52,565.00 9947 | 100.00
Usia Lanjut

1.02.02.2.02. | Pengelolaan

08 Pelayanan 23,984,400.00 23,960,880.00 23,520.00 99.90 | 100.00




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

Kesehatan
Penderita
Hipertensi

1.02.02.2.02.

09

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Diabetes
Melitus

19,490,650.00

19,448,100.00

42,550.00

99.78

100.00

1.02.02.2.02.

10

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang dengan
Gangguan Jiwa
Berat

7,986,500.00

7,979,500.00

7,000.00

99.91

100.00

1.02.02.2.02.

11

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis

15,000,000.00

14,941,510.00

58,490.00

99.61

100.00

1.02.02.2.02.

12

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang dengan
Risiko
Terinfeksi HIV

13,986,300.00

13,977,300.00

9,000.00

99.94

100.00

1.02.02.2.02.

15

Pengelolaan
Pelayanan

13,318,229,416.00

13,270,930,658.00

47,298,758.00

99.64

100.00




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

Kesehatan Gizi
Masyarakat

1.02.02.2.02.

17

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan

100,000,000.00

100,000,000.00

100.00 | 100.00

1.02.02.2.02.

19

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional,
Akupuntur,
Asuhan
Mandiri, dan
Tradisional
Lainnya

9,475,185.00

9,431,985.00

43,200.00

99.54 100.00

1.02.02.2.02.

20

Pengelolaan
Surveilans
Kesehatan

117,168,400.00

117,168,400.00

100.00 | 100.00

1.02.02.2.02.

21

Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Orang dengan
Masalah
Kesehatan Jiwa
(ODMK)

28,890,000.00

28,890,000.00

100.00 | 100.00

1.02.02.2.02.

23

Pengelolaan
Upaya

2,479,387,996.00

2,466,548,244.00

12,839,752.00

99.48 100.00




No.
REKENING

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

Kesehatan
Khusus

1.02.02.2.02.

25

Pelayanan
Kesehatan
Penyakit
Menular dan
Tidak Menular

1,030,583,500.00

603,837,894.00

426,745,606.00

58.59

100.00

1.02.02.2.02.

26

Pengelolaan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat

41,571,148,589.00

40,437,803,552.00

1,133,345,037.00

97.27

100.00

1.02.02.2.02.

33

Operasional
Pelayanan
Fasilitas
Kesehatan
Lainnya

290,773,453.00

252,630,419.00

38,143,034.00

86.88

100.00

1.02.02.2.02.

35

Pelaksanaan
Akreditasi
Fasilitas
Kesehatan di
Kabupaten/Kot
a

1,031,145,904.00

806,865,440.00

224,280,464.00

78.25

100.00

1.02.02.2.02.

38

Penyediaan dan
Pengelolaan
Sistem
Penanganan
Gawat Darurat

5,906,119,294.00

2,123,057,719.00

3,783,061,575.00

35.95

100.00




NAMA

(%)

No PROGRAM / PAGU ANGGARAN
REKENING KEGIATAN / SETELAH(EEI;UBAHAN Jumlah Realisasi (Rp.) Sisa Pagu (Rp.) Keta. Fisik Kete;anga
SUB KEGIATAN P
Terpadu
SPGDT

1.02.02.2.04.

03

Peningkatan
Mutu

Pelayanan

5,353,438,711.00

4,700,855,249.00

652,583,462.00

87.81

Pengelolaan

1.02.02.2.03. | Data dan

01 Informasi 44,993,450.00 38,883,850.00 6,109,600.00 86.42 | 100.00
Kesehatan
Pengelolaan

1.02.02.2.03. | Sistem

02 Informasi 27,449,204.00 20,286,200.00 7,163,004.00 7390 | 100.00
Kesehatan

100.00




No PRgéng y PAGU ANGGARAN (%)
REKENING KEGIATAN / SETELAH(};EI;UBAHAN Jumlah Realisasi (Rp.) Sisa Pagu (Rp.) Keta. Fisik Kete;anga
SUB KEGIATAN p-
Fasilitas
Kesehatan

Pembinaan dan
Pengawasan
1.02.03.2.02.
03 Sumber Daya 13,680,000.00 13,680,000.00 100.00 | 100.00
Manusia
Kesehatan




No.
REKENING

1.02.03.2.03.
01

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kot
a

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

3,642,799,959.00

Jumlah Realisasi (Rp.)

2,525,645,760.00

Sisa Pagu (Rp.)

1,117,154,199.00

(%)

Keua.

69.33

Fisik

69.33

Keteranga
n




NAMA (%)
No. PROGRAM / PAGU ANGGARAN

REKENING KEGIATAN / SETELAHUI;El;UBAHAN Jumlah Realisasi (Rp.) Sisa Pagu (Rp.) Keta. Fisik Kete;anga

SUB KEGIATAN

Pengendalian
dan
Pengawasan
serta Tindak
Lanjut
Pengawasan
1.02.04.2.01. | Perizinan
01 Apotek, Toko 93,130,000.00 75,400,000.00 17,730,000.00
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional

80.96 | 100.00

UMOT




REKENING

No.

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

dapat
Diproduksi
oleh Industri
Rumah Tangga

1.02.04.2.03.

01

Pengendalian
dan
Pengawasan
serta Tindak
Lanjut
Pengawasan
Sertifikat
Produksi
Pangan
Industri Rumah
Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk
Makanan
Minuman
Tertentu yang
dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

469,333,734.00

465,390,624.00

3,943,110.00

99.16

100.00

PROGRAM
PEMBERDAYA
AN

650,321,975.00

618,920,773.00

31,401,202.00

95.17




No.
REKENING

1.02.05.2.02.
01

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

Penyelenggara
an Promosi
Kesehatan dan
Gerakan Hidup
Bersih dan
Sehat

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

552,431,975.00

Jumlah Realisasi (Rp.)

521,192,369.00

Sisa Pagu (Rp.)

31,239,606.00

(%)

Keua.

94.35

Fisik

100.00

Keteranga
n




REKENING

No.

NAMA
PROGRAM /
KEGIATAN /

SUB KEGIATAN

PAGU ANGGARAN
SETELAH PERUBAHAN

(Rp.)

Jumlah Realisasi (Rp.)

Sisa Pagu (Rp.)

(%)

Keua.

Fisik

Keteranga
n

1.02.05.2.03.

01

Bimbingan
Teknis dan
Supervisi
Pengembangan
dan
Pelaksanaan
Upaya
Kesehatan
Bersumber
Daya
Masyarakat
(UKBM)

97,890,000.00

97,728,404.00

161,596.00

99.83

100.00




